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Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang,  Kabupaten Pinrang 

Email   :     set.pinrang@bawaslu.go.id 

 
Nomor : 293/PM.00.02/K.SN-14/11/2024                              07 November  2024 
Sifat : Segera 
Lampiran : - 
Hal    : Imbauan Masa Reses tidak dijadikan Ajang  

      Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024   

 

Yth.  

1. Sekrertaris Dewan Kabupate Pinrang 

2. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang 

di - 

 Tempat 

 

 

A. Dasar Hukum  

1. Undang-undnag Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undan Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang; 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pinrang Tahun 2024; 

 

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa 

proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota: 

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, 

yang berbunyi: 

(3)  Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 

serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh 

Panwas Kabupaten/Kota. 

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi: 

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan. 

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan 

oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan 

sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. 
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c) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi: 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

melakukan: 

c.  Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah  

        kabupaten/kota 

 

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegaiatan Tahapan Kampanye l 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024: 

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024, 

bahwa: 

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 

September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 

2024. 

 
3. Peraturan mengenai larangan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:   

Pasal 69, yang berbunyi: 

Dalam Kampanye dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; 

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu 

domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat 

dan/atau Partai Politik;  

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; 

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk 

mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang
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h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; 

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau 

dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau 

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan 

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 70, yang berbunyi : 

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: 

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau 

sebutan lain/perangkat Kelurahan. 

 

4. Ketentuan Pidana pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagai berikut: 

Pasal 187 ayat (3), berbunyi : 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

Pasal 188, berbunyi : 

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau 

sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 

(enam juta rupiah). 

 

 

 

 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang



 

5 
 

C. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Serentak 

Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pinrang perlu mengimbau kepada 

Anggota DPRD se-Kabupaten Pinrang dan Partai Politik diwilayah Kabupaten 

Pinrang untuk memperhatikan sebagai berikut : 

1. Penggunnaan Anggaran reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Pinrang 

merupakan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD.  

2. Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan Partai pendukung Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tidak 

memanfaatkan masa reses sebagai ajang Kampanye Pemilihan Serentak 

Tahun 2024.  

3. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi reses yang dilaksanakan 

anggota DPRD di Kabupaten Pinrang, harus bisa memposisikan dirinya untuk 

tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan; 

2. Yth. Ketua/Pengurus  

3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang. 
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